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Abstract
The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the annual financial plan of regional governments in
Indonesia which is approved by the Regional People's Representative Council, which contains income plans and
expenditure plans during the working year. The development of the 2019 Mojokerto City Budget is good, experiencing
an average increase starting from 2017 - 2019 in the Revenue budget of 6.64% and the Regional Budget of 3.97%.
Expenditure Budget is 7.37%, Net Financing is 122.70% and SILPA is 208.22%, and Surplus is 13.16%. To measure
the independence and financial capacity of the city of Mojokerto, there are several financial indicators used, namely 1)
the Financial Effectiveness Ratio of the Autonomous Region is the Financial Effectiveness Ratio of the autonomous
region, 2) Contribution of PAD to APBD, 3) Productivity/Contribution of Taxes and Levies to PAD, 4) PAD Growth
Rate, 5) Regional Financial Independence Ratio, 6) Trend of Autonomous Regional Financial Independence 7) Fiscal
Capacity Map for 2017-2019, 8) Regional Financial Capability and 9) Assessing Performance of Each Type of
Tax/Retribution. From the results of the discussion, the prospect of Mojokerto City Regional Finance. Realization for
PAD is very effective with the contribution of PAD to the APBD being moderate, apparently followed by PAD growth
is also moderate, from this condition the regional financial capacity is in the "low" category, amounting to Rp. 254.77
billion below Rp. 300 billion. and the pattern of the relationship is “consultative”. In addition, the trend of low regional
financial independence is indicated by the financial performance of the "prime" category of regional tax revenues, and
"underdeveloped" regional retribution income.
Keywords: APBD, independence and financial ability
Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai
dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran daerah pada
tahun 2019, diperlukan suatu deskripsi ringkas mengenai APBD 2019 secara agregatif Kota

Mojokerto. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal atau keuangan

Kota Mojokerto, berdasarkan data yang berasal dari APBD TA 2019. Penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif. Deskripsi APBD dilakukan dari

aspek pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Dalam analisis ini juga digunakan

data APBD 2017, 2018 dan 2019, untuk melihat perkembangan APBD dalam tiga tahun tersebut.
Tabel 1. APBD Pemerintah Kota Mojokerto

Uraian 2017 2018 2019
1 | PENDAPATAN 782,331.26 | 887,592.88 | 885,966.04
2 | PAD 178,295.06 | 182,508.30 | 192,695.57
3 | BELANJA 738,524.20 | 808,163.33 | 854,129.40
5 | SURPLUS 4324501 | 7942054 | 33,881.94
6 | PEMBIAYAANNETTO | 31,165.35 | 74428.82 | 153,761.97
7 | SILPA 31,114.93 | 153,858.36 | 187,643.91

Sumber : Data Diolah
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Perkembangan APBD 2019 Kota Mojokerto bagus, mengalami kenaikan rata-rata mulai
dari tahun 2017 - 2019 pada anggaran Pendapatan sebesar 6.64% dari APBD sebesar 3.97%.
Anggaran Belanja sebesar 7.37 %, Pembiayaan netto sebesar 122.70% dan SILPA sebesar 208.22%,
dan Surplus sebesar 13.16%. APBD merupakan tolok ukur dari rencana kerja atau program kerja
pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan
rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah :

e UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

e UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

e PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

e Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan
Perhitungan APBD.

Tinjauan Pustaka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana kegiatan Pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk
angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP
NO. 58 Tahun 2005). APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah, meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagian Dana Perimbangan.

¢. Lain-lain pendapatan yang sah.

2. Anggaran Belanja
3. Pembiayaan.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : a) Fungsi otorisasi b) Fungsi

perencanaan c) Fungsi pengawasan d) Fungsi alokasi e) Fungsi distribusi f) Fungsi stabilitasi

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 157 sumber
pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Indikator Keuangan Daerah

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

a. Rasio Efektivitas Keuangan daerah otonom (EKD)
EKD menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Realisasi Penerimaan PAD

Rasio EKD = - x 100%
Target PAD yang ditetapkan
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) Realisasi Penerimaan PajakDaerah
Rasio EKD = X 100%

Target Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan

) Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Rasio EKD = x100%

o Target Penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan

Adapun nilai efektivitas, perbandingan diukur dengan criteria penilaian kinerja dalam tabel
berikut ini :

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja

| afngan,

Di atas, 100 % Sangat gfektif

90 % - 100 % Efektif

80 % - 90 % Gukup, Efektif

60 % - 80 % Kurang Efektif
Kurang dari 60 % Tidak efektif.

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 thn 1996, Ghazali Syamni, 2009

Kontribusi PAD terhad APBD
Kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD.

Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi

daerah terhadap PAD dan APBD.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi, sebagai berikut.

a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri
yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan permerintahan-nya.

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi
bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi
lebih besar.

c. Indikator penting keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya
adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD
semakin mandiri daerah otonom yang bersangkutan.

Rumus :

PAD
Kontribusi PAD terhad APBD = X 100%
APBD

Nilai kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Intepretasi Kontribusi PAD Terhadap APBD

0,00 - 10,00 Sangat Kurang
10,10 - 20,00 Kurang
20,10 - 30,00 Sedang
30,10 - 40,00 Cukup
40,10 - 50,00 Baik

> 50,00 Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991, Ghazali Syamni, 2009
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2. Produktivitas/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Produktivitas adalah terdapatnya korelasi “terbalik” antara masukan dan keluaran. Artinya,
suatu “system dapat dikatakan produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit
untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar.”
Perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, dengan Rumus :

P RealisasiPenerimaanPajakDaerahXloo(y
SRl AR SR " Realisasi Pendapatan Asli Daerah ’

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kontribusi Retrbusi erhadap PAD = — . X 100%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kategori tingkat produktifitas/kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD:

a. Rendah, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 0%-50%

b. Sedang, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 51% - 75%

c. Tinggi, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 76% - 100%
3. Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan untuk mengetahui perkembangan tingkat PAD, maka dapat dihitung laju
pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya dalam usaha peningkatan PAD.
Rumus :

Dimana : PAD t = PAD pada tahun tertentu
PAD (t-1) = PAD pada tahuysebglymnya
Laju Pertumbuhan PAD = W x 100%
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi
sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim,
2002:128) sebagai berikut.

Rumus
Pendapatan Asli Daerah

Raslo KKD = X 100%

Bantuan Pemerintah Pusat (Provinsi) dan Pinjaman

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.
¢ Pola Hubungan Pusat-Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan pola hubungan antara pemerintah

pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut.

a. Pola hubungan instruktif,

b. Pola hubungan konsultatif,

c. Pola hubungan partisipatif,

d. Pola hubungan delegatif,
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Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan

keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 4. Pola Hubungan, Tingkat KKD

Kemampuan Rasig Pola
Keuangan Kemandirian (%) Hubunggan
Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah >25-50 Konsultatif
Sedang >50-75 Partisipatif
Tinggi >75-100 Delegatif

5. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom
Kecenderungan kemandirian keuangan daerah otonom penting dinilai untuk mengetahui
arah perkembangan dimensi keuangan ini.

Rumus : KKD pada t0+1
Trend KKD =—————x 100%
KKD pada t0

6. Peta Kapasitas Fiskal Tahun 2017-2019
Pada era otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada kepada

pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah atau desentralisasi fiskal, yaitu

menuntut daerah menjadi mandiri dalam mengelola keuangannya dan melakukan
pembangunan. Kemandirian daerah tercermin dari kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal daerah biasanya dibahas dalam penghitungan jumlah transfer dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah, terutama DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki

tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal.

e Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.07/2020

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang
penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

2. Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang
dikelompokan berdasarkan indek kapasitas fiscal daerah.

Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Timur dan Daerah Kabupaten/Kota dengan

formula sebagai berikut:
pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya

KFD, - =
kabupaten kota-/ sudah ditentukan + belanja tertentu]

Keterangan:
KFDhuabupaten rota-1 = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten kota

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung
Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas
Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

KFDkubupaten/kota—i
IKFD i =
Rehupatepace L (Z KFDkabupaten/kota)/n
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Keterangan:

IKFDi = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

KFDi = Kapasitas Fiskal Daerah

n = Jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat)

Tabel 5. Rentang Kategori KFD

Rentang IKFD m%ﬁm
IKFD < 0.277 Sangat Rendah
0.277 = IKFD = 0.564 Rendah
0.564 = IKFD = 0.934 Sedang
0.934 = IKFD = 1.920 Tinggi
IKFD = 1.920 Sangat Tinggi

Sumber : PMK RI No. 120/PMK.07 /2020

7. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau
tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan
guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan
pemerintahannya sendiri.

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran pemda.

KKD = PENDAPATAN UMUM - BELANJA

Catatan:

KKD = KemampuanKeuangan Daerah

Pendapatan Umum = PAD + DBH + DAU

Belanja Pegawai = Gaji Pokok + Tunjangan + Tambahan Penghasilan

Tabel 6. Kemampuan Keuangan Daerah

i Kemampuan Keuangan Daerah
KKD Proyinsi Kabupaten Kota
Tinggi > 4.5 Triliun > 550 Milyar
Sedang | 1.4 Triliun - 4.5 Triliun | 300 Milyar - 550 Milyar
Rendah 1.4 Triliun <300 Milyar

Sumber : Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

8. Menilai Kinerja Masing-masing Jenis Pajak/Retribusi

Komponen yang paling dominan mendukung PAD adalah komponen pajak daerah dan
komponen retribusi daerah”. Kedua sumber penerimaan itu merupakan” Sumber Penerimaan
yang Ideal”, artinya apapun bentuknya baik itu pajak atau retribusi pelayanan (yang termasuk
non pajak) mempunyai fungsi: Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguler.

Jenis penerimaan negara atau daerah yang memenuhi kedua fungsi tersebut secara utuh
adalah penerimaan dari jenis pajak. Sedangkan untuk rfetribusi lebih menonjolkan fungsi
anggarannya (Budgeter).
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Selanjutnya untuk menilai Kinerja Penerimaan Daerah, ada 4 klasifikasi yaitu:

(1) Penerimaan Prima, Jika ratio tambahan (pertumbuhan) jenis pajak atau retribusi daerah
keduanya >1

(2) Penerimaan Potensial, jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah <
1 dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau
retribusi daerah > 1

(3) Berkembang, jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah =1 dan
ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi
daerah > 1

(4) TerbelakangJika ratio Pertambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah dan ratio
proporsinya atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi
daerah keduanya <1

Tabel 7. Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah

Ratio Proporsi
Xirerata >1 Xirerata <1
Ratio Tambahan,
X1/X2>1 Prima Berkembang
X1/X2<1 Potensial | Terbelakang

Keterangan:

1. Ratio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak atau retribusi
dengan Rerata pajak atau retribusi.

Ratio Pr oporsi = Nilai ayat pajak

Re rata Pajak / retribusi

2. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan
ayat pajak / retribusi dengan pertumbuhan total pajak / retribusi,
Ratio Tambahan — Pertumbuha n ayat pajak | retribusi (X1)
Pertumbuha nTotal Pajak | X?2)

Pajak X1- Pajak X,
Pajak/Rer X

Pertumbuhmayat(X1)=
Dimana :

Dimana: Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini (2003)
Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahuhn lalu (2002)
Metodologi
Metodologi adalah analisis teoritis sistematis dari metode yang diterapkan pada bidang

1-1)

studi. Ini terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip-prinsip yang terkait dengan
cabang pengetahuan. Biasanya, ini mencakup konsep seperti paradigma, model teoritis, fase dan
teknik kuantitatif atau kualitatif. Metodologi digunakan untuk melakukan analisis secara runtut
untuk penelitian Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan
kota mojokerto, dengan menggunakan data yang telah disusun oleh badan/instansi Pemerintah
Daerah Kota Mojokerto, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Mojokerto tahun 2017-2019.
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Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan kota mojokerto
dengan menggunakan dasar perhitungan kuantitatif sebagai berikut:
Indikator Keuangan
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
Kontribusi PAD terhad APBD
Produktivitas Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD blm ada
Laju Pertumbuhan
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Kemampuan Keuangan Daerah

W 0NN

Menilai Kinerja Masing-masing Jenis Pajak/Retribusi
Rencana Kerja

Secara umum tahapan metode pengerjaan Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian
dan Kemampuan Keuangan kota mojokerto, dilaksanakan sebagai berikut:

L }
—-——
==
- {
Gambear 1 Kerangka Kerja
Hasil Dan Pembahasan

Pada tabel 8, Rasio Rrealisasi terhadap Anggaran Pendapatan (APBD) Kota Mojokerto
mulai tahun 2017 - 2019 sebesar 93.70% (2017), 98.20% (2018), dan 94.00% (2019) mempunyai
kecenderungan tidak mencapai target, akan tetapi sudah masuk kategori efektif. Terutama pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya dan Bagian Dana Perimbangan, yang
meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus masih
dibawah 100%.

Pada tabel 8 Rasio Rrealisasi terhadap Anggaran Belanja (APBD) Kota Mojokerto mulai
tahun 2017 - 2019 sebesar 85.17% (2017), 82.58% (2018), dan 77.69% (2019) mempunyai
kecenderungan tidak mencapai target, akan tetapi sudah masuk kategori cukup efektif.

Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Apabila
APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal
tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Realisasi Surplus pada tahun 2017 sebesar 132.12%, dan tahun 2018 sebesar 106.32% lebih
besar dari target dan tahun 2019 mencapai 21.98% lebih kecil dari dari target, kondisi tersebut

karena terjadi penurunan pada pendapatan (APBD) pada tahun 2019 pada post Bagi Hasil Pajak,
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian.
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Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2019 Kota Mojokerto

NO URAIAN REALISAS| 2017  REALISASI2018  REALISASI 2049

4 [PeNpapATAN-LRA TN MTSIATEAN SO IA0M
41 [PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)- LRA TSR] SR 16T] 1220
111 | Pendaptn Paek Doren -LRA gy AMIET| s
112 | Pendapan Retius Daeeh-LRA TS oIy s
413 | Pendapatan Hasl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan B‘EIEHMHTS‘J‘ 389005984710 4,656,906,836 76|
114 | Lantan PAD Yong S LRA 955 65 MOMRINY] ST
47 [PENDAPATAN TRANSFER-LRA SO0  GISIATRSHIL] 811151700
421  |Pendapatan Transfer Pemerintzh Pusat - LRA 519‘341.294299.00‘ 553.125341.8#1‘00‘ 557.178‘261.665.M|
4211 | BogibesiPask-LRA B0 RAOEH) 4880170
4212 | Bagibesi Buken PakSumber Daya Al LRA AT TAATLAEN SH515AB10]
4213 | Danaokes Unum (DAU)-LRA BOHBEB00 TBBIEI000] 414304060000
421 4 | Dana okasiKrusis 0AK) - LRA ARSBEORI] 1TEEN B
4215 | Dana Ao K (D) o isk TR o s
422 |Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA ?‘500.000‘000.00‘ GG.TW‘DDO.UDD‘UD‘ 3#.466‘714.0110.Dﬂ|
4223 | DenaPenyesusen- LRA T ez T
423 |Pendapatan Transfer Pemerintah Daereh Lainnya - LRA 71‘515,577‘955.(10‘ ES.M#%,QHDD‘ 85.351‘257.|Z7M|
1231 | Pendapetn Bap Hesi Pak LRA s s sEs]
124 |Bantuzn Keuangan - LRA BTS00 g 108000
4241 | Baniuan Keuangen dan Pemerintzh Daerah Provinsi Lamnya 5575,330, Uﬂﬂﬂﬂ‘ IJDD‘ 1,106,059,000.00/
43 [LANLANPENDAPATAN YANG SAH M tesMsA 1 m T

Peniagan Hih 00 IS 151N

- T o

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk

memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran

pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap

pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembeali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam

penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan

Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan
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Tabel 9. Target dan Realisasi Belanja (APBD) Tahun 2017 - 2019 Kota Mojokerto

NO URAIAN REALISAS| 2017 ~ REALISASI2018  REALISASI 2019
12 | BeomaBangdon jasa 348856,675,72868)  312.31478200134| 3655985137150
515 | BelanjaHibah 2120553835000 3586746127000 2876584150000
516 | Belanja Bantuan Sosial 310176000000 407995000000  6,658,100,000.00)
517 Belanja Banfuan Keuangan 0.00) 762,049,856.001 0.00
52 [BELANJAMODAL 121,144916729.00) 1943427244686  134616.621,17242
521 | BelarjaModa Tanah 2,208771,185.80) 80,288,500.00 202,655,500.00
522 | Belarja Modal Peraiatan dan Mesin 322201320600|  49414284419.46| 3477455467100
523 | BelajaModa Cedung dan Bangunan 4080188068621 2195775720833 31,797444,156.96|
524 | BelanjaModa Jalan Ingasi dan Jaringan 2706861106366 4382824249607 56330469, 114 45|
525 | BelanaModd AsetTelapLannya 30000 415368982300 12334667600
526 | Belanja Modd Aset Tetzp BLUDIFKTP 7,571 47546643 000 583393650300
527 | BelarjaModa Aset Telap BOSNAS 3,988,600,181.00 000 441531455100
53 [BELANJATAKTERDUGA 15,398,000.00 252,080,500.00 0.00
531 | Belanja Tak Terduga 15,398,000.00 252,080,500.00) 0.00)
3 TRANSFER 562,043,856.00 0.00| 954,697 850,00
61  [TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 000 000 376,128,350.00
612 Transfer Bagi Hasd Pendapaian Lainnya 0.00 0.00| 376,129,350.00
52  [TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 562,048 856.00 000 578,563,500.00
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerinish Daerah Lainnya 0.00 0.00| 000
623 Transfer Banfuan Keuangan Lainnya 562,049 856.00| 0.00| 578,563 500.00|

SURPLUSI(DEFISIT) 43,245011566.42 7942954080208  33,881941,269.02|

i PEMBIAYAAN
71 [PENERIMAAN PEMBIAYAAN | DAERAH 31,165,363996.61)  74.428,815,562.03) 1537619678409
711 | Penggunzan SLPA 311493399561 74410,365,56203| 153760, 267,864.08
16 D;{:ﬁn;ﬂj;hembau TAVesias1 Ton Fermanen Lannya 1 5042000000 1845000000 170000000
72  [PENGELUARANPEMBIAYAAN 000 000 000
722 Penyertaan ModalInvestasi Pemeriniah Daerah 0.00) 0.0 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 31,185,363996.61)  74.428,815,562.08)  163,761967,864.09
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 74410,365.562.0)  153,856,356,364.09)  187,643.908.133.11

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto

Tabel 10. Perhitungan Indikator Keuangan

No Keuangan Daerah 2019 Kategori
1 |Rasio Efektivitas Keuangan Darerah
Realisasi PAD terhadap target 24™% Efektif
Pendapatan Pajak Dacrah/PAD 117.91%) Sangat Efektif
Pendapatan Retribusi Daerah/PAD 103.95%| Sangat Efektif
2 |Kontribusi PAD terhadap APBD
Kontribusi PAD terhadap APBD 21.75% Sedang
3 |Produktivitas/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Rasio Penerimaan Pajak Daerah/PAD 26.79% —
Rasio Penerimaan Retribusi Dacrah/PAD 5.44%
4 [Pertumbuhan
Pertumbuhan PAD 5.58% Sedang
5 |Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) (PAD) Rendah
Pola Hubungan iz Konsultatif
Kategori Kemampuan Keuangan Daerah (300 M - 500M) 284.77 Milyar | Rendah
6 |Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom (KKD) 108.70% Rendah
T |Peta Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
IKF Kota Mojokerto tahun 2016 urutan ke 38 dari 38 kabfkota Prov Jatim [ 0.0101 | Sangat Rendah
8  |Kemampuan Keuangan Daerah <300 Milyar |  Rendah
9 |Kinerja Keuangan
Pend. Pajak Daerah Prima
Pend Retribusi Dacrah Terbelak

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto
Berdasarkan penjelasan APBD (Pendapatan dan Belanja) kota Mojokerto dapat digunakan

untuk mengukur tolok ukur kemandirian dan kemampuan keuangan kota mojokerto, hasilnya

seperti pada tabel 10.

Kesimpulan
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Dari hasil pembahasan maka prospek Keuangan Daerah Kota Mojokerto adalah :
Realisasi PAD terhadap target sangat efektif
Kontribusi PAD terhadap APBD sedang
Kontribusi pajak dan retribusi sedang
Pertumbuhan PAD sedang
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) (PAD) masuk kategori “Rendah”, sebesar Rp 254.77
Milyar dibawah Rp 300 Milyar dan Pola Hubungan Konsultatif,
Trend Kemandirian Keuangan Daerah Rendah

Gl LN

N o

Kinerja Keuangan dari Pendapatan Pajak Daerah kategori “Prima”, Pendapatan Retribusi
Daerah “Terbelakang”,

Pemerintah daerah kota Mojokerto sebaiknya fokus pada penerimaan pajak daerah untuk
dipertahankan, dan yang perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan yaitu pada retribusi
daerah yang masih sangat minim sekali.
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